ASPEK HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL by Kurniawan, Andi
 
ASPEK HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 














Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam rangka penyelesaian 
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum 



























Yang bertandatangan di bawah ini : 
 
Nama  : ANDI KURNIAWAN 
NPM  : 5116500031 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Aspek Hukum Terhadap 
Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Tegal, ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri 
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas 
hukum universitas pancasakti tegal serta memberikan ijin untuk merecovery dan 
mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak 
melibatkan saya.  
Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini. 
 
















“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah 








“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah 












Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta 
salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
 Bapak dan Ibu Orang Tuaku, Kakak dan Adikku beserta seluruh keluarga 
besar yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak 
pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat. 
 Keluarga besar Polres Tegal Kota 
 Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terutama 
sahabatku yang telah selalu memberikan motivasi. 






Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
yang berjudul “Analisis Hukum Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh 
Warga Negara Asing Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang”. 
Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi 
ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat 
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan 
sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang 
baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan 
rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 
1. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta 
Para Wakil Rektor. 
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti  
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik 
sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti. 
viii 
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, 
Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti. 
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. 
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. 
7. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam 
skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
8. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang 
telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
9. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku 
Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap 
skripsi ini. 
10. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi 
yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini. 
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum  Universitas Pancasakti, atas bantuan dan 
ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya 
Rumpun Hukum Pidana, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang 
sangat berharga.  
ix 
12. Kedua Orang Tuaku, Keluarga Besarku tercinta, Suami dan anak-anakku 
tercinta terimakasih atas supportnya sehingga selesainya skripsi ini. 
13. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang beserta 
jajarannya atas kesempatannya melaksanakan penelitian ini. 
14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi 
ini. 
Dengan penuh harap dan iringan do’a, semoga jasa kebaikan beliau 
sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya 
ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya 
saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. 
Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.  
Wassallamu alaikum,Wr.Wb 
 








Andi Kurniawan, 5117500031, Aspek Hukum Terhadap Pencemaran 
Lingkungan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Di Kabupaten Tegal  
 
Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sulit untuk dihentikan 
dikalangan masyarakat, pencemaran lingkungan terjadi karena adanya aktivitas 
manusia demi menghasilkan barang atau produksi. Sehingga membuat penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dalam aspek hukum lingkungan, apakah 
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup telah diterapkan dalam menangani pencemaran air limbah yang 
terjadi, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengimplementasian 
Undang-undang lingkungan hidup tersebut. Dalam melakukan penelitian penulis 
menggunakan metode Empiris, dimana memberikan penjelasan secara deskriptif. 
Penulis menjelaskan peristiwa dilapangan yang tentunya menggunakan data 
primer dan data sekunder. Sehingga didapatlah sebuah hasil bahwasanya Undang-
undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
Hidup telah diterapkan dalam menangani pencemaran limbah kecamatan 
margasari, namun belum memenuhi efektifitas hukum yang tentunya dapat dilihat 
melalaui faktor-faktor yang mempengaruhi yakni dapat berupa masyarakatnya 
yang kurang memahami. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan 
analisis data dilakukan dengan cara editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga akan 
kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan yang membuang 
limbahnya, serta perubahan terjadi pada lingkungan masyarakat sejak perusahaan 
itu ada dan perusahaan tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah kerena 
kurangnya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus 
pencemaran lingkungan disekitarnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah : 1) 
Agar pemerintah, masyarakat, dan pelaksana usaha/kegiatan menaatidan 
menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan 
untuk generasi sekarang dan yang akan datang. 2) Agar pemerintah, masyarakat, 
organisasi lingkungan bersikap aktif dalam mengawasi kemungkinan-
kemungkinan terjadinya pencemaran agar lingkungan terhindar dari kerusakan, 
serta menindak tegas para pelaku pencemaran dengan memberikan sanksi yang 
tegas.. 
 






Andi Kurniawan, 5117500031, Legal Aspects of Environmental Pollution 
According to the Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 
Concerning Environmental Protection and Management in Tegal Regency 
 
Environmental pollution is a problem that is difficult to stop among people, 
environmental pollution occurs due to human activities in order to produce goods 
or production. So that makes the writer interested in conducting research in 
aspects of environmental law, whether Law No. 32 of 2009 concerning 
environmental protection and management has been applied in dealing with waste 
water pollution that occurs, and what factors affect the implementation of the 
environmental law. In conducting research the author uses the Empirical method, 
which provides a descriptive explanation. The author explains the events in the 
field which of course uses primary data and secondary data. So we get a result that 
Law No.32 of 2009 concerning environmental protection and management has 
been applied in dealing with margasari sub-district waste pollution, but it has not 
yet fulfilled legal effectiveness, which of course can be seen through influencing 
factors, namely in the form of people who do not understand . 
The research approach used is juridical-sociological. Furthermore, the data 
collection methods used are observation, interviews, documentation, and reference 
tracing. Then the techniques for processing and analyzing data are done by 
editing, classification, verification, analysis and drawing conclusions. 
The results of this study indicate that many complaints from residents about 
the condition of the environment have been polluted by companies that dispose of 
their waste, and changes have occurred in the community environment since the 
company existed and the company has never been sanctioned by the government 
due to the lack of community and government participation in reporting cases of 
environmental pollution surrounding. The implications in this study are: 1) That 
the government, the community, and business / activity implementers obey and 
implement the existing rules to maintain environmental sustainability for present 
and future generations. 2) For the government, the community, environmental 
organizations to be active in monitoring the possibility of pollution so that the 
environment is protected from damage, and to take firm action against the 
perpetrators of pollution by giving strict sanctions. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada di 
ruang yang kita tempati termasuk hewan dan tumbuhan sehingga saling 
berhubungan satu sama lain. Masalah lingkungan yang dihadapi oleh  
negara berkembang seperti Indonesia berasal dari keterbelakangan 
pembangunan. Selain itu, kemiskinan, kepadatan penduduk serta 
meningkatnya kebutuhan membuat manusia melakukan apa saja untuk 
memenuhi kebutuhannya tanpa memerhatian kelestarian lingkungan 
sehingga berakibat pada perubahan mutu lingkungan
1
.  
Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan 
manusia bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Akan 
tetapi, pembangunan yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan dampak 
kerusakan dan pencemaran lingkungan yang bisa membahayakan kehidupan 
manusia serta makhluk hidup lain
2
 Dari tahun ke tahun pembangunan terus 
terjadi sehingga bisa berakibat meningkatnya pencemaran dan perusakan 
lingkungan.  
Menurut Emil Salim, pembangunan yang benar adalah pembangunan 
yang tidak merusak, tidak bertentangan dengan lingkungan hidup, hal ini 
bertujuan untuk supaya kesehatan lingkungan tetap terjaga dan terhindar 
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 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, 
Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 8. 
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Pada Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan 
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir batin, mendapatkan 
tempat tinggal serta lingkungan yang baik dan sehat. Untuk itu, pemerintah 
harus mengendalikan kerusakan dan membuat kebijakan untuk melindungi 
dari dampak kerusakan dan pencemaran. Selain itu, pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan agar 
kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. 
Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan 
tujuan utama pengelolaan lingkungan. Dalam istilah sehari-hari, 
pembangunan berwawasan lingkungan sering diartikan sebagai 
pembangunan berkelanjutan.  
Pelaksanaan perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan 
pada tingkat nasioanal dilakukan oleh pemerintah pusat selanjutnya disebut 
Pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah yang dibantu oleh seorang Menteri yang menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Lingkungan hidup dengan manusia saling berkaitan satu sama lain. 
Apabila lingkungan mengalami kerusakan dan pencemaran, makakehidupan 
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manusia serta makhluk hidup lain akan terganggu. Peran manusia dalam 
upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sangat 
menentukan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada. 
Saat ini kondisi lingkungan di Indonesia cenderung mengalami 
penurunan kualitas sehingga lingkungan di lokasi tersebut dapat berkurang 
fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang 
pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Penurunan 
kualitas lingkungan di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran 
atau perusakan lingkungan di sekitanya
4
. 
Perusakaan lingkungan disekitarnya dapat kita lihat dengan semakin 
meluasnya kawasan pemukiman penduduk, semakin meningkatnya produk 
industri rumah tangga, serta semakin berkembangnya Kawasan Industri di 
kota besar, yang akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada 
perairan pantai dan laut. Hal ini disebabkan karena semua limbah dari 
daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan. Sedangkan 
penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di 
Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 1 angka 38 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian diperjelas dengan dibentuknya 
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.  
Pencemaran yang terjadi haruslah dilakukan upaya terpadu untuk 
mengembalikan dan melestarikannya kembali tanpa adanya pencemaran di 
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lingkungan tersebut yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 
ayat (2) bahwa upaya sistematis dan terpadu harus dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 
atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut 
Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai 
larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya 
dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, 
melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. 
Menurut Undang-undang tersebut maka ada perbuatan yang dapat dipidana 
oleh aparat penegak hukum karena pihak tersebut melakukan pelanggaran, 
yang dengan demikian pelaku tambak udang yang membiarkan limbah 
semestinya harus diberikan sanksi karena berdampak buruk terhadap 
lingkungan.  
Adapun Perbuatan hukum yang dikategorikan merupakan 
pelanggaran-pelanggaran adalah : (1) Ketentuan tentang Baku Mutu; (2) 
Ketentuan tentang rekayasa Genetika; (3) Ketentuan Tentang limbah; (4) 
Ketentuan tentang izin lingkungan dan (5) Ketentuan tentang informasi 
lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Tegal yang 




dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengendalian pencemaran. 
Badan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup, yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Nomor 24.5 Tahun 2014 
tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal.  
Kegiatan pembangunan seperti pembukaan lahan, dapat menimbulkan 
perubahan pada lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun lingkungan 
sosial ekonomi dan budaya yang dampaknya akan di rasakan, masyarakat 
secara langsung maupun tidak langsung.10 Namun demikian, seharusnya 
yang berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar harus disidak oleh 
hukum itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, 
penilis terdorong melakukan penelitian untuk menyusuan proposal skripsi 
dengan judul Aspek Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 










B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 
beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti 
oleh Penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Apakah undang-udang lingkungan hidup sebagai dasar hukum di 
bidang lingkungan hidup, telah diterapkan dalam penanganan 
pencemaran lingkungan di Kabupaten Tegal ? 
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
penanganan pencemaran yang terjadi di Kabupaten Tegal?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Lingkungan Hidup 
dalam penanganan pencemaran di Kabupaten Tegal 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
Undang-Undang lingkungan hidup dalam penanggulangan 









D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu 
pengetahuan dan saran pemikiran terhadap pengembangan khasanah 
ilmu hukum lingkungan yang berkaitan dengan hukum administrasi 
negara dalam proses penanganan pencemaran limbah yang berdampak 
buruk terhadap ekosistem lingkungan hidup. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan sudut pandang 
kepada masyarakat tentang aspek hukum lingkungan bahwasanya 
setiap orang baik manusia itu sendiri maupun perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan apapun itu harus memperhatikan keadaaan 
lingkungan. Buatlah sesuatu usaha itu yang sustainable deveploment. 
Sekaligus sebagai saran bagi pemerintah tentang pentingnya undang-
undang Lingkungan hidup ini untuk diperhatikan. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis sebagai berikut: 
Penelitian Nina Herlina,  (2010). Dosen Fakultas Hukum Universitas 






. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan 
sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Masalah 
pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama 
rusaknya lingkungan. Muara dari semua masalah lingkungan adalah 
pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan 
lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan 
pencemaran lingkungan hidup. Tindakan hukum yang diberikan terhadap 
pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek 
administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dalam penegakan hukum itu 
sendiri perlu didukung pleh beberapa factor yaitu sarana hukum, aparat 
penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kesadaran 
hukum masyarakat terhadap lingkungan.  
Penelitian I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, yang berjudul 
“Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya 
Penanggulangannya di Kota Denpasar”. Hasil penelitian membahas 
tentang Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus 
kehidupan manusia. Di zaman moderen ini timbul permasalah mengenai 
lingkungan. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah dampak 
pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah serta 
upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup. 
Permasalahan tersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang 
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tanpa memperhatikan lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki 
dampak terhadap kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya 
ekosistem alami. Metoda yang digunakan dalam karya tulis ini adalah 
yuridis-empiris, dengan menggunakan teori pendekatan fakta dan peraturan 
perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah 
dengan tidak adanya kesadaran dari pihak pengusaha industri dan 
masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran limbah 
dan sampah akan berdampaknya pada rusaknya ekosistem alami serta 
berkurangnya baku mutu lingkungan
6
. 
Penelitian Mulida Hayati, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat 
Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet” 
Penelitian ini membahas tentang dampak pencemaran dan bentuk 
perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet. 
Metode penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
budidaya burung walet di Kota Palangka Raya pada dasarnya secara 
ekonomi berdampak positif karena merupakan sumber pemasukan keuangan 
bagi masyarakat yang mengusahakan. Demikian juga merupakan sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat. Di sisi lain juga 
dapat menimbulkan dampak negatif akibat pencemaran yang ditimbulkan 
oleh aktivitas tersebut. Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan 
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bagi masyarakat adalah dengan membuat regulasi tentang budidaya burung 
walet di Kota Palangka Raya
7
. 
Penelitian Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, membahas tentang mendayagunakan sumber daya alam 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan 
Pancasila, perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan 
seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 
Kewajiban kita sebagai khalifah di bumi sudah selayaknya untuk menjaga 
dan melestarikan alam, banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menginformasikan 
ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan hidup. Untuk memperoleh 
gambaran yang mendalam tentang implementasi Undang-Undang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam penelitian 
ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka 
(library research). Metode analisis data melalui metode deduksi dan metode 
komparasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa wewenang pengendalian 
pengelolaan lingkungan hidup masih menyimpang belum berjalan pada arah 
tujuan politik hukumnya. Penegakan hukum sulit dilakukan karena sulitnya 
pembuktian dan menentukan kriteria baku tentang kerusakan lingkungan. 
Untuk itu perlu dedikasi dan profesionalisme aparat penegak hukum serta 
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Penelitian Tiyas Vika Widyastuti yang berjudul Legal Protection For 
Indonesian Fishery Products In Facing Environmental Protection In 
International Trade membahas tentang following the established economic 
cooperation with Japan (Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement 
or J-IEPA), the United States of America (US-Indonesia Free Trade 
Agreement or U-IFTA), and China (ASEAN-China Free Trade Area or A-
CFTA), Indonesia is currently entering another international trade 
agreement with its closer neighbors, namely the Association of Southeast 
Asian Countries (ASEAN) under the banner of ASEAN Economic 
Community (AEC). International trade principally aims to exploit the 
market, thus traditionally speaking, have a little concern about protecting 
the environment. Only after entering this new era of international trade, the 
Indonesian government then finds the challenge in controlling the trade’s 
speed and market since the everything is regulated under a specific 
international trade regulation that is not entirely concern with protecting 
national interests. Many Indonesian popular products could not compete 
internationally, since they tend to fail in fulfilling the international 
standards of exported goods. This will inevitably hinder the national 
economy, more specifically in gaining foreign investments. One example of 
the challenges posed by regulation that interfere with the economic growth 
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in the context of international trade is the way environment regulation 
dampens the effort to export the Indonesian fishery products. The primary 
problem is that even though Indonesian domestic regulation has put some 
sort of legal protection for Indonesian fishery products, they still fail to fulfil 
the environmental standard set by some export-destination countries, such 
as the United States of America and the European Union. Against this 
backdrop, this research aims to analyze the application of domestic 
regulation on fishery in Indonesia. We are using the socio-legal approach to 
understand the way the domestic regulation has failed to fulfill its legal aim, 
which is to implement the act of law related to fishery, environment, and 
quality standards to fit the market’s demand, as well as to improve the 
environment surrounding the fishery industry according to the Code of 
Conduct for Responsible Fisheries. Based on primary and secondary data 
from observations and interviews, we contend that there are at least three 
issues surrounding the failure: 1. The problem regarding the substance of 
the regulation itself, 2. The disorganized authority within the institutional 
structure, and 3. The legal culture surrounding the people involved as 
resulted from their beliefs and personal economic consideration.
9
 
Dari 5 (lima) jurnal penelitian tersebut diatas memberikan gambaran 
perbedaan yang mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 
tentang undang-udang lingkungan hidup sebagai dasar hukum di bidang 
lingkungan hidup, telah diterapkan dalam penanganan pencemaran 
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lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penanganan 
pencemaran yang terjadi di Kabupaten Tegal. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 
sebagai lawannya adalah eksperimen. Penelitian ini bersifat deskriptif 
dengan menggunakan metode kualitatif. Bahwa metodologi kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 




Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka 
dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan, 
menceritakan serta melukiskan data secara sistematis terhadap 
fenomena-fenomena yang dikaji berdasarkan data yang diperoleh 
dituliskan dalam bentuk kata-kata dan dituliskan dengan kalimat 
verbal. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil 
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2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji 
pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-
undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu 
yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. 
Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk 
mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai 




3. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang 
terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan 
sumber data sekunder adalah sebagai berikut:  
a. Data Primer  
Data primer atau data tangan pertama adalah data yang 
diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan 




b. Data Sekunder  
Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari 
studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang 
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berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus 
hukum, dan lainnya.  
Data sekunder yang penulis peroleh berupa bahan pustaka yang 
terdiri dari:  
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari 
Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan 
yurisprudensi, yaitu:  
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;  
2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah;  
4) Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara;  
5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air;  
6) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang 
Badan Pengendali Dampak Lingkungan;  
7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat 




8) Peraturan Bupati Nomor 24.5 Tahun 2014 tentang 
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Lingkungan Hidup;  
9) Peraturan Bupati  Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Prosedur Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran 
dan /atau Perusakan Lingkungan Hidup;  
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri 
dari buku-buku, artikel, internet, wawancara dengan 
narasumber, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan permasalahan.  
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat 
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi 
dan lain-lain.  
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Cara pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara dan dokumentasi.  
a. Wawancara  
Penelititian ini akan menggunakan teknik wawancara. 
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 




(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu
14
. 
Peneliti dalam melakukan wawancara perlu mendengarkan 
secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 
Pewawancara bertugas untuk mengajukan pertanyaan, 
sedangkan terwawancara bertugas untuk menjawab pertanyaan 
tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan langsung kepada subjek. Peneliti 
melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang 
telah dibuat. Selain memberikan informasi, wawancara juga 
berguna untuk memperkuat hasil observasi yang telah 
dilakukan. Pengumpulan data dengan menanyakan langsung 
kepada sumber informasi, sehingga hasilnya kongkrit.  
b. Studi Kepustakaan  
Kegiatan ini penelitian juga mempelajari berbagai bahan hukum 
yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-
undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan 
kegiatan penelitian ini. 
 
5. Metode Analisis Data 
Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu 
menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan 
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maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis 
berdasarkan kualitasnya kemudian dideskripsikan dengan 
menggunakan kata- kata sehingga diperoleh bahasan atau 
paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat 




G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan uraian latar belakang 
penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika 
dari setiap bagian skripsi ini. 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL. Bab ini membahas mengenai tinjauan 
terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tinjauan tentang 
Lingkungan, Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berwawasan 
Lingkungan, tinjauan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan, 
tinjauan tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada Pada bab ini 
menguraikan tentang Keabsahan Perjanjian Kerjasama Antara Bank 
dan Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris; dan Akibat 
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Hukum Bagi Notaris yang Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan 
Bank. 
BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. 
Berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan serta 
tidak lupa akan diuraikan saran-saran berdasarkan hasil tinjauan 






TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan 
1. Pengertian Lingkungan Hidup  
Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa 
tidaklah betul. Seyogyanya manusia menyadari bahwa yang membutuhkan 
makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup dan bukannya 
tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. 
Oleh karena itu, sepantasnya manusia bersikap lebih merendahkan diri. 
Sebab faktor penentu kelangsungan hidup tidaklah di dalam tangan manusia 
saja, sehingga kehidupan sebenarnya amat rentan. Manusia bersama 
tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali 
makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti 
misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair 
dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup 




Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 
keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta 
flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 
kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 
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menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering 
juga disebut lingkungan hidup. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
17
.  
Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan 
mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai 
jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya 
setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam 




Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, sebagai berikut: 
Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup 
adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia 
dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan 
mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia
19
.  
Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan 
hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan 
benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan 
jasad renik menempati ruang tertentu
20
. Pengertian lingkungan hidup 
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menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua 
aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu 
lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu
21
. Menurut Emil 
Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan 
pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi 
hal yang hidup termasuk kehidupan manusia
22
. Sedangkan menurut 
Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang 
terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan 
tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.  
Definisi Lingkungan Hidup menurut Siahaan adalah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, 
dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 




Menurut Undang Undang UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup 
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi 
ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan 
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Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum.4  
Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada 
Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi 
dengan instansi lain. Melalui UndangUndang ini juga, Pemerintah memberi 
kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing 
yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan 
Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan 
dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu 
organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi 
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, 
lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk 






mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk 
menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut 
dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. 
Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota 
berwenang:  
a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidupkabupaten 
berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkunganhidup nasional 
dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan 
hidup strategis;  
b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang 
pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan olehPemerintah;  
c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah 
kabupaten/kota;  
d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badanusaha 
dalam pengelolaan lingkungan hidup;  
e. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup;  
f. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan 
hidup di kabupaten kota;  
g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang 




h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usahadan/ atau 
kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;  
i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidangpengelolaan 
lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah;dan  
j. melaksanakan kerjasama antar daerah di bidangpengelolaan 
lingkungan hidup. 
 
2. Hukum Lingkungan 
Istilah hukum lingkungan berasal dari Bahasa Inggris yang dikenal 
dengan “Environmental law”, dalam Bahasa Belanda “Millieeurecht”, 
Lenvironnement" dalam Bahasa Prancis, "Umweltrecht" dalam Bahasa 
Jerman, "Hukum Alam Seputar" dalam Bahasa Malaysia, "Batasnan 
Kapaligiran" dalam Bahasa Tagalog, "Sin-ved-lom Kwahm" dalam Bahasa 
Thailand, "Qomum al-Biah" dalam Bahasa Arab
25
.  
Menurut Gatot P. Soemartono bahwa hukum adalah keseluruhan 
peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang 
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, 
yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi 
oleh pihak yang berwenang. Jadi pengertian Hukum Lingkungan ialah 
keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang 
apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan 
peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang 
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. Sedangkan Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum 
lingkungan dapat dibedakan menjadi hukum lingkungan klasik yang 
berorientasi pada penggunaan lingkungan dan hukum lingkungan modern 
yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa perkembangan 
hukum lingkungan klasik, segala ketentuan yang berakitan dengan 
lingkungan lebih berorientasi menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber 
daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia untuk 
mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang singkat
27
.  
Sementara itu perkembangan hukum lingkungan modern, ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih 
diarahkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan 
mutu supaya terjaga kelestariannya dan digunakan secara langsung oleh 
generasi sekarang maupun yang akan datang. Hukum lingkungan semula 
dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung 
aspek keperdataan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum 
lingkungan bergeser ke arah bidang hukum administrasi sesuai dengan 
peningkatan perananan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap 
berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks
28
.  
Segi hukum lingkungan administratif ada apabila keputusan penguasa 
yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa. 
Dalam perkembangannya, hukum lingkungan tidak hanya bersifat 
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administratif dan keperdataan, tetapi juga ada aspek kepidanaan dan 
internasional. Dalam pandangan A.V Van Den Berg, pengelolaan 
lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan 
lingkungan yang dibedakan menjadi hukum bencana, hukum kesehatan 




Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, apabila berdasarkan aspek, maka 
hukum lingkungan meliputi hukum tata lingkungan, hukum perlindungan 
lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, 
hukum lingkungan internasional, hukum perselisihan lingkungan. Dalam 
penyimpulannya, mengemukakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum 
yang mengatur tatananan lingkungan untuk mencapai keselarasan hubungan 
antara manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan hidup sosial budaya. Dari pendapat diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pengertian hukum lingkungan ialah keseluruhan 
peraturan yang mengatur tentang tatanan lingkungan untuk mencapai 
keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan yang pelaksanaan 




Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (millieurecht) 
adalah hukum yang berhubungan dengan alam (natuurlijk millieu) dalam 
arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan ditentukan oleh 
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ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, maka hukum 
lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan 
lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh 
Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum 
Pemerintahan (bestuursrecht). Disamping hukum lingkungan Pemerintahan 
(bestuursrechttelijk millieurecht) terdapat pula hukum lingkungan 
keperdataan (privaat rechttelijk millieurecht), hukum lingkungan 
ketatanegaraan (staatrechttelijk millieurecht), hukum lingkungan 
kepidanaan (strafrechttelijk millieurecht), sepanjang bidang-bidang hukum 




Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa 
bidang yaitu Hukum kesehatan lingkungan (millieuhygienereht) yaitu 
hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan 
lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang 




Hukum perlindungan lingkungan (millieubescharmingsrecht) yang 
merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di 
bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis 
dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen. Leene 
menggunakan istilah millieurecht dan millieuhygienerecht, tetapi istilah 
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millieurecht sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan 
lingkungan hidup manusia, seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan 
lingkungan bagi manusia. Sehingga kalau demikian semua hukum adalah 
hukum lingkungan. Tetapi ada pula yang tidak dapat menyetujui 
ditetapkannya millieurecht atau millieuhygenerecht menjelma menjadi suatu 
spesialisasi sendiri seperti pendapat Polak. Menurut pendapatnya hukum 
lingkungan merupakan penampung (dwarsdoorsnede) dari bidang-bidang 
hukum. Dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan 
bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap disiplin-disiplin yang 
ada. Dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah akan mengakibatkan 
bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak 
akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Walaupun 
demikian diakui oleh Polak bahwa mempelajari hukum lingkungan sebagai 
suatu kesatuan adalah bermanfaat karena memberi kemungkinan untuk 
membedah beberapa kaidah hukum untuk menilainya secara kritis
33
. 
Hukum diperlukan dalam pengelolaan lingkungan, karena dahulu 
terdapat anggapan bahwa pengertian dan perhatian manusia terhadap alam 
sebagai tempat hidupnya hanya semata-mata dijadikan sebagai obyek saja. 
Manusia belum begitu sadar dan dapat membayangkan bahwa antara alam 
tempatnya hidup dengan manusia adalah mempunyai kedudukan yang sama. 
Dalam pengertian bahwa dalam alam, fungsi manusia dan fungsi tempat 
hidup itu sama pentingnya karena saling isi-mengisi dan saling pengaruh 






dan mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam tersebut, maka perlu 
manusia juga senantiasa melindungi dan memelihara tempat hidupnya 




Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam 
agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, agar dapat diikuti serta 
ditaati semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan itu 
dituangkan dalam peraturan hukum. Maka akan lahir hukum yang 
memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada 
kepentingan alam (natures interest oriented law). Kepentingan alam, yang 
perlu dilindungi dan diamankan oleh hukum itu, Kepentingan itu berupa 
keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan 
mutunya dan kerusakan dirinya. Dengan lain perkataan, kepentingan alam 
terletak dalam keharusan untuk menjaga kelestariannya. 
Agar perlindungan dan pengamanan lingkungan dapat berlangsung 
secara teratur dan pasti serta agar diikuti oleh semua pihak, maka perlu 
dituangkan dalam peraturan hukum. Dan lahir jenis hukum yang secara 
khusus dituangkan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara 
dan melindungi lingkungan disebut Hukum Lingkungan. 
Hukum Lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara disebut Hukum 
Lingkungan Nasional. Adapun Hukum Lingkungan yang ditetapkan 
persekutuan hukum bangsa-bangsa, disebut Hukum Lingkungan 
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Internasional. Hukum Lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan 
yang melintasi batas negara (masalah lingkungan batas-batas masalah 
lingkungan transnasional) disebut Hukum Lingkungan Transnasional. 
Masalah-masalah lingkungan transnasional itu terdapat banyak sekali di 
daerah-daerah perbatasan beberapa negara bersangkutan berdasarkan 
persetujuan atau mufakat. Demikianlah Hukum Lingkungan Transnasional 
itu merupakan salah satu bagian belaka daripada Hukum Lingkungan 
Internasional dengan segala ciri-ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-
cara menetapkan dan memperlakukannya tidak serumit dunia secara 
global
35
. Di dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan 
Lingkungan Hidup ada 6 ruang lingkup yang menjadi tata cara dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yakni :  
a. Perencanaan bahwa Rencana pengelolaan lingkungan Hidup 
disusun secara terpadu dan sistematis dengan penataan ruang, 
konservasi sumber daya alam hayati dan Non hayati beserta 
ekosistemnya, konservasi sumber daya buatan, cagar budaya, 
keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Rencana 
pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dan dimuat 
dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana 
pembangunan jangka menengah.  
b. Pemanfaatan yaitu Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan 
dengan memperhatikan keberlanjutan produktivitas lingkungan 






hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan 
kesejahterahaan masyarakat disekitar usaha atau kegiatan 
pemanfaatan sumber daya alam.  
c. Pengendalian, yakni pengendalian pencemaran atau kerusakan 
lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan 
pemulihan. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan antara lain melalui instrumentata 
ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan, Amdal, 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL), perizinan, dan/atau instrumen ekonomi.  
d. Penanggulangan, Penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup dilakukan antara lain melalui 
pemberian informasi dan peringatan pencemaran dan/ atau 
kerusakan, pelokalisiran pencemaran atau kerusakan, dan/ atau 
penghentian sumber pencemaran atau kerusakan. Dalam hal 
terjadi pencemaran dan./atau kerusakanlingkungan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan,Pemerintah, dan/atau pemerintah 
daerah sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-
masing sesegera mungkin melakukan penanggulangan;  
e. Pemeliharaan, Dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup 
dilakukan upaya konservasi sumber daya alam, reservasi sumber 




reservasi, dan preservasi sumber daya alam dilakukan sesuai 
peraturan perundang-undangan.  
f. Pengawasan, bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap 
penaatan penanggung jawab usaha danjatau kegiatan atas 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan 
Menteri menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. 
Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan 
pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari 
dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki 
tempat tertentu memotret, membuat rekaman audiovisual, 
mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksainstalasi 
dan/atau alat transportasi, dan/ atau menghentikan pelanggaran 
dalam kondisi tertentu. Penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat 
pengawas lingkungan hidup. 
 
3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
Pembangunan berwawasan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 3 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terencana yang memadukan 
aspek lingkungan, ekonomi dan sosial kedalam strategi pembangunan untuk 




tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, 
pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar 
dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang 
terbatas. Untuk menyelesaikannya dengan cara pengelolaan sumber daya 
alam dengan bijaksana, pembangunan yang berkesinambungan sepanjang 
masa dan peningkatan kualitas hidup
36
.  
Pada umumnya sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang 
dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat 
diperbarui merupakan kekayaan alam yang akan terus ada selama tidak 
dieksploitasi secara berlebihan. Meskipun jumlahnya sangat banyak di alam, 
penggunaan sumber daya ini harus dijaga supaya tetap berkelanjutan. 
Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya 
alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada 
proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan 
habis. Untuk itu, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak 
dapat diperbarui harus diperhitungkan dengan baik. Supaya dapat 
meningkatkan mutu hidup manusia dengan baik serta dapat mengatasi 
masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan bencana ekologi dan 
bencana lainnya. Hal ini terjadi karena manusia akan berbuat apa saja untuk 
memenuhi kehidupannya seperti penebangan hutan secara ilegal, pemakaian 
pestisida yang berlebih dan kegiatan lain yang berdampak negatif pada 
alam. Dalam pengertian luas, strategi pembangunan berkelanjutan adalah 
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mengembangkan keselarasan antar umat manusia serta antara manusia dan 
alam. Pencapaian pembanguan berkelanjutan membutuhkan dukungan dari 
berbagai sistem yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem 
produksi, sistem internasional dan sistem administarsi. Dengan demikian, 
pembangunan yang berkelanjutan bukanlah suatu keselarasan yang tetap 
melainkan berupa proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, 
pengembangan teknologi serta perubahan kelembagaan yang konsisten 




B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1. Tujuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan 
hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa 
penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. 
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan 
menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi 
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perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan 
pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai 
ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum 
pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan 
perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat 
pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek 
jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan 
tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.  
Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 
Ini yaitu terdapat dalam Pasal 3 bahwa :  
1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia  
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 
kelestarian ekosistem  
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup  
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
lingkungan hidup  
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan 
generasi masa depan  
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan 
hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia  
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana;  
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan  





Selain dari tujuan diatas Undang-undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang :  
1. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;  
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah  
3. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup  
4. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen 
kajianlingkungan hidup strategis, tata ruang, baku 
mutulingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrument ekonomi 
lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis 
lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis 
risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
5. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 
6. pendayagunaan pendekatan ekosistem; 
7. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan 
lingkungan global; 
8. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 
partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak 





9. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih 
jelas; 
10. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive dan; 
11. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidupdan 
penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup 
 
2. Asas-Asas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tersirat sebagai berikut : 
a) Asas tanggung jawab negara adalah:  
(1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa 
kini maupun generasi masa depan;  
(2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat;  
(3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan 
sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
b) Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang 




mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan 
melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.  
c) Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan 
lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti 
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta 
pelestarian ekosistem.  
d) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur 
atau mensinergikan berbagai komponen terkait.  
e) Asas manfaat adalah bahwa segala usaha atau kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi 
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 
lingkungannya.  
f) Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai 
dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan 
alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau 
menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup.  
g) Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 




daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat 
setempat, dan kearifan lokal.  
h) Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya 
terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 
keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber 
daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama 
dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan 
membentuk ekosistem.  
i) Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat 
didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.  
j) Asas kearifan local adalah bahwa dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai 
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 
 
3. Hakikat Perizinan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Makna sistem perizinan menurut ahli hukum Belanda izin merupakan 
suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan 




larangan perundang-undangan izin dalam arti sempit
38
. Izin tidak sama 
dengan pembiaran. Suatu pembiaran bukan berarti telah mendapatkan izin, 
izin harus mempunyai keputusan dari aparatur negara sehingga sesuatu yang 
dibiarkan oleh bertindak atau penegak hukum belum dapat menindaklanjuti 
apabila belum ada keputusan dari aparatur negara yang berwenang.  
Dalam undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup 
ada dua jenis izin bisa kita lihatyang pertama izin lingkungan, yang kedua 
adalah izin usaha. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau ukl-
upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Kedua izin usaha 
adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha atau 
kegiatan. Pasal 1 angka 5 tentang izin lingkungan Pasal 1 angka 36 tentang 
izin usaha.  
Dalam undang-undang ini izin lingkungan merupakan syarat untuk 
mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha atau 
catatan orang atau badan hukum terlebih dahulu harus mengurus yang 
mendapatkan izin lingkungan tersebut guna mendapatkan izin kunjungan 
orang atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur 
administrasi begitu juga sebaliknya. Baik izin lingkungan maupun usaha 
kegiatan merupakan izin bidang lingkungan hidup. Kedua jenis ini diatur 
dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. UUPLH 
                                                 
38




merupakan peraturan pokok bidang lingkungan hidup yang menjadi rujukan 
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup bidang sektoral, 
yang maksudnya adalah terkait dengan kehutanan, perkebunan dan 
pertambangan yang masing-masing telah diatur dalam undang-undang 
masing-masing. Berhadapan dengan undang-undang sebagai payung 
pengelola lingkungan hidup maka undang-undang sektoral bidang 
lingkungan hidup di atas harus memenuhi beberapa kondisi satu undang-
undang harus tunduk pada undang-undang UUPLH, yang kedua 
pelaksanaan undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh 
bertentangan dengan UUPLH segala tindakan hukum termasuk jenis 
perizinan di atas harus berpedoman pada dinamakan dengan sistem 
perizinan bidang lingkungan hidup yang dipandang sebagai satu kesatuan 




C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan 
Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup 
No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 
zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau 
berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses 
alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi 
lagi sesuai dengan peruntukkannya. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang – 
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Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 




2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup 
Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia. 
Perubahan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi kehidupan 
manusia dan makhluk hidup lain baik langsung maupun tidak langsung. 
Istilah pencemaran digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam 
yang lebih berat dri sekedar pengotoran saja. Dalam perkembangannya, 
istilah pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu pencemaran 
udara, air,dan tanah. Setiap pencemaran berasal dari sumber tertentu. 
Sumber ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk 
menghilangkan pencemaran pada lingkungan. Jenis-jenis pencemaran 
lingkungan, antara lain:  
a. Pencemaran Air  
Air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh 
manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran air merupakan 
perubahan yang terjadi pada penampungan air, seperti danau, 
sungai, rawa dan laut akibat kegiatan manusia. Pengertian 
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pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh 
kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat 




Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal dan 
karakteristeik berbeda- beda, contohnya: sampah organik, 
limbah rumah tangga, dan limbah industri. Untuk itu, diperlukan 
upaya pengendalian terhadap sumber air supaya kualitas air 
tetap terjaga dan sesuai dengan mutu air. Pengendalian pada 
sumber air dilakukan dengan cara memelihara fungsi air dan 
memenuhi baku mutu air. Pencemaran air dapat mengakibatkan 
gangguan hidup makhluk lain
42
. 
Gangguan tersebut antara lain: gangguan fisik terhadap 
badan air yang menyangkut suhu, bau, rasa dan kekeruhan, 
gangguan kimia terhadap badan air adanya senyawa organik 
maupun anorganik, gangguan biologis karena adanya 
mikroorganisme, tumbuhan dan hewan. Pencemaran air sangat 
mempengaruhi keseimbangan kehidupan dan kelangsungan 
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hidup manusia, maka pencemaran air harus dihilangkan atau 
dikendalikan.  
b. Pencemaran Udara  
Udara sangat penting dalam kelangsungan hidup 
makhluk hidup. Sebagai sumber daya alam, udara harus 
dilindungi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup 
lain.pencemaran udara bersumber dari pencemar udara misalnya 
pembakaran batu bara, bahan bakar minyak dan pembakaran 
lainnya. Kadar pencemar yang tinggi mempunyai dampk yang 
lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi 
mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. 
Peredaran pencemaran udara dimulai dari sumber sampai ke 
lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan
43
.  
Pencemaran yang dimaksud merugikan adalah 
pencemaran yang sudah melampaui ambang batas daya tampung 
atas kemampuan yang dapat mengakibatkan berbagai efek 
negatif sampai fatal. Untuk mendapatkan udara yang sesuai 
dengan kualitas yang diinginkan maka pengendalian 
pencemaran udara harus dilakukan. Pengertian pencemaran 
udara berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 
adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi,dari 
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komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan 
manusia,sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu 
yangmenyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi 
fungsinya.  
Secara garis besar pencemaran udara dibagi menjadi dua 
bagian yaitu pencemaran udara bebas dan pencemaran udara 
ruangan. Bahan yang dapat mencemari udara berbentuk partikel 
dan gas. Penyebab pencemaran udara berasal dari alam maupun 
kegiatan manusia. Adanya pencemaran udara harus mengatahui 
baku mutu udara atau nilai ambang batas. Baku mutu udara 
bermanfaat untuk menentukan batas kadar yang diperbolehkan 
bagi bahan pencemar udara namun tidak menimbulkan 
gangguan terhadap kehidupan makhluk hidup.  
c. Pencemaran Tanah  
Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 
kehidupan makhluk hidup, disamping sebagi ruang hidup juga 
mempunyai fungsi produksi yaitu sebagai penghasil biomassa 
seperti makanan, kayu, obat-obatan. Selain itu, tanah juga 
berperan menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan 
hidup secara umum. Artinya pemanfaatan tanah harus dilakukan 
dengan bijaksana dan perencanaan untuk kepentingan yang akan 




kegiatan pengendalian perusakan tanah sudah sesuai dengan 
tingkat mutu yang diinginkan
44
.  
Ditinjau dari terjadinya pencemaran tanah dapat di bagi 
menjadi dua yaitu, terjadi dengan sendirinya yang disebabkan 
alam dan perbuatan manusia dan terjadi karena adanya 
pencemaran yang berasal dari air, udara maupun tanah. Sumber 
kerusakan tanah berkaitan dengan usaha penggunanan tanah 
untuk pertanian, perkebunan, dan hutan termasuk kegiatan 
pertambangan, pemukiman, dan industri. Pencemaran yang 
terjadi pada tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia 





3. Dasar Hukum Tentang Pencemaran Lingkungan 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
mengenai Dampak Lingkungan;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 
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4. Pengertian Perusakan Lingkungan 
Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana 
fungsi sebenarnya. Rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa 
berkurangnya manfaat lingkungan. Menurut Undang–Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang 
menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap 
sifat fisik dan lingkungan sehingga melampaui baku kerusakan 
lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung 
dan atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan atau hayati 
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup
46
. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor:  
a. Faktor internal, Kerusakan yang berasal dari bumi itu sendiri, 
misalnya: gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, banjir 
besar, longsor.  
b. Faktor eksternal, Kerusakan lingkungan yang terjadi karena 
perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan 
hidup tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan 
ini disebabkan adanya kegiatan antara lain: industri yang 
mencemari lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, 
penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, dan limbah 
rumah tangga.  
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Ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan dibagi 
menjadi dua yaitu:  
a. kerusakan dengan sendirinya yang disebabkan oleh manusia dan 
alam;  
b. kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal 
dari tanah, udara maupun air.  
 
5. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Timbulnya berbagai macam pencemaran tersebut pada 
umumnya menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan 
lingkungan atau ekosistem di bumi. Dampak yang ditimbulkan dari 
adanya pencemaran, antara lain:  
a. Punahnya Spesies.  
Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis 
hewan mengelami keracunan, kemudian mati. Berbagai spesies 
hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada 
pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan hewan yang 
peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat 
beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar adapula 




tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut 
terlampui, hewan tersebut akan mati
47
. 
b. Gangguan Keseimbangan Lingkungan.  
Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi di 
dalam suatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan 
dan aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan 
lingkungan terganggu dan berdampak pada punahnya spesies 
yang lain.  
c. Kesuburan Tanah Berkurang.  
Penggunaan insektisida mematikan fauna tanah. Hal ini dapat 
menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus menerus 
dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat 
menurunkan kesuburan tanah. Demikian juga dengan terjadinya 
hujan asam sehingga berakibat pada penuruan hasil panen.  
d. Keracunan dan terkena penyakit.  
Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan 
tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal 
dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita 
kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang 
menyebabkan cacat turunan.  
e. Pemekatan Hayati.  
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f. Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh 
makluk dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa 
Inggrisnya dikenal sebagai biomagnificition).  
g. Terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca  
Terbentuknya lubang ozon dan terjadinya efek rumah kaca 
merupakan permasalahan global yang dirasakan oleh semua 
umat manusia. Hal ini disebabkan karena bahan pencemar dapat 




6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 
Hidup 
Berdasarkan Pasal 13 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi 
upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.  
a. Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup  
Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Instrumen ini terdiri dari kajian lingkungan 
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hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria 
baku kerusakan lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, perizianan, 
instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundang-undangan 
berisi lingkungan, anggaran berbasis lingkungan, analisis risiko 
lingkungan, dan audit lingkungan  
(1) Kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan 
hidup starategis adalah rangkaian analisis yang 
sistemastis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan 
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegras dalam pembangunan suatu wilayah, 
kebijakan, rencana dan program. Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis wajib dibuat dan dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 
15 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Kajian lingkungan hidup strategis 
disusun dalam bentuk rencana tata ruang wilayah beserta 
rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang 
dan rencana pembangunan jangka menengah Nasional, 
Provinsi serta Kabupaten/Kota. Selain itu, kajian 
lingkungan strategis disusun dalam bentuk kebijakan, 
rencana dan program yang berpotensi menimbulkan 






Berdasarkan Pasal 15 Angka 3, kajian lingkungan 
hidup strategis dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai 
berikut:  
a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan 
program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu 
wilayah;  
b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, 
rencana, dan program; serta  
c) Rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan 
kebijakan, rencana dan program yang 
mengintegrasikan prinsip pembangunan 
berkelanjutan.  
 
Muatan yang dikaji dalam Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis sesuai dengan Pasal 16 UUPLH adalah sebagai 
berikut:  
(a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk pembangunan;  
(b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko 
lingkungan hidup;  
(c) Kinerja layanan ekosistem;  




(e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 
terhadap perubahan iklim.  
 
Hasil Kajian Lingkungan Hidup menjadi dasar bagi 
kebijakan, rencana dan program pembangunan suatu 
wilayah. Apabila kajian lingkungan hidup strategis 
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah 
melampaui maka kebbijakan, rencana dan program 
pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi 
KLHS dan terhadap segala usaha dan atau kegiatan yang 
telah melampaui daya dukung dan daya tampung 
lingkungan tidak diperbolehkan lagi. Kajian lingkungan 
hidup strategis melibatkan masyarakat dan pemangku 
kepentingan.  
(2) Tata Ruang. Perencanaan tata ruang harus didasarkan pada 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kelestarian 
fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat hal 
ini sesuai dengan Pasal 19 UUPPLH. Perencanaan tata 
ruang wilayah harus ditetapkan dengan memerhatikan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  
(3) Baku Mutu Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 20 
UUPPLH merupakan ukuran batas atau kadar makhuk 




dan unsur pencemar ditenggang keberadaanya dalam suatu 
sumber daya tertentu sebagi unsur lingkungan hidup. 
Selain itu, Baku Mutu Lingkungan berfungsi sebagai tolak 
ukur untuk menentukan telah terjadi pencemaran 
lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan meliputi, baku 
mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku 
mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu 
gangguan dan baku mutu lain. Pembuangan limbah ke 
media lingkungan hidup harus memenuhi persyartan baku 
mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri 
Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya.  
(4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah 
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati 
lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya. 
Selain itu, kriteria baku kerusakan lingkungan berfungsi 
sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya kerusakan 
lingkungan hidup. Dasar hukum kriteria baku kerusakan 
adalah Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan 
ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat iklim. 




kerusakan tanah produksi biomassa, kriteria baku 
kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran 
hutan/lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria 
baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan 
gambut, kriteria baku kerusakan karst, dan kriteria baku 
kerusakan ekosistem lainnya. Sedangkan kriteria baku 
kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada 
parameter meliputi kenaikan temperatur, kenaikan muka 
air laut, badai dan kekeringan.  
(5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL 
merupakan kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam Pasal 22 
UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha/kegiatan yang 
berdampak penting terhadap lingkungan wajib memilik 
AMDAL. Penyusun AMDAL wajib memliki sertifikat 
kompetensi penyusunan AMDAL. Sertifikat kompetensi 
AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi 
penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri 
Lingkungan Hidup. Dokumen AMDAL dinilai oleh 




Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota. 
Komisi penilaian AMDAL wajib memiliki lisensi dari 
Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota. Dalam melaksakan tugasnya, komisi 
penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari 
pakar independen yang melakukan kajian teknis dan 
sekretariat. Pakar independen dan sekretaraiat ditetapkan 
oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil penilaian komisi 
penilaian AMDAL, maka pemerintah menetapkan 
kelayakan atau ketidaklayakan suatu usaha/kegiatan yang 
berdampak terhadap lingkungan hidup.  
(6) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) merupakan 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ kegiatan 
yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam Pasal 34 
UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL wajib dimiliki 
oleh setiap usaha/kegiatan yang tidak termasuk dalam 
kriteria wajib AMDAL. Sementara untuk usaha/ kegiatan 




surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantau 
lingkungan hidup.  
(7) Perizinan (Izin Lingkungan), Perizinan diatur dalam Pasal 
36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup adalah bersifat wajib dan setiap 
usaha/kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL-UPL 
harus mempunyai izin. Izin lingkungan merupakan 
persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan. Izin 
ini diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 
sesuai dengan kewenangan dengan mencantumkan 
persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.  
(8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, merupakan 
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong 
pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk 
melakukan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan 
Pasal 42 UUPPLH, instrumen kelestarian adalah 
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Instrumen 
lingkungan hidup meliputi perencanaan pembangunan dan 
kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan 
insentif dan atau disinsentif. Insentif dan atau disinsentif 




ramah lingkungan, penerapan pajak/retribusi lingkungan 
hidup dan pengembangan sistem lembaga keuangan yang 
ramah lingkungan.  
(9) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan 
Hidup, menekankan bahwa setiap penyusunan peraturan 
perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah 
wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan 
hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 42 UUPPLH serta 
pengaturan anggaran berbasis lingkungan guna menunjang 





b. Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.  
Dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang 
yang melakukan pencemaran maupun perusakan lingkungan 
wajib menanggulangi efek dari pencemaran dan perusakan 
lingkungan. Penanggulangan pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi 
peringatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau 
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perusakan lingkungan, penghentian sumber pencemaran dan 
perusakan lingkungan, dan cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
50
.  
c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  
Pemulihan fungsi lingkungan dilakukan dengan penghentian 
sumber pencemar dan pembersih unsur pencemar, remediasi, 
rehabilitasi dan restorasi. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-
Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Nomor 32 Tahun 2009. Remediasi adalah upaya pemulihan 
pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu 
lingkungan hidup. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk 
mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup 
termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan 
perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Restorasi adalah 
upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau 




D. Tinjauan Umum Tentang Limbah 
Sebelum masuk lebih jauh tentang limbah, air merupakan sumber 
daya alam yang mempunyai arti dan fungsi sangat penting bagi manusia. 
Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti 
tetumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, 
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menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, 
infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau 
dan sungai serta laut, dan seterusnya. Namun apabila air itu tercemar maka 
itulah yang akan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari
52
. 
Didalam UULPH pada Pasal 1 limbah adalah sisa suatu usaha dan 
atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya 
disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang 
mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat 
B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, 
konsentrasi,dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, 
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lain.  
Dumping adalah pembuangan kegiatan membuang, menempatkan, 
dan memasukan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan 
lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu kemedia lingkungan hidup 
tertentu. Sedangkan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 
pengolahan, dan atau penimbunan. Dengan semakin meningkatnya 
perindustrian akan semakin meningkatkan pula jumlah dari limbah yang 
akan dihasilkan. Limbah yang sangat berbahaya ini tidak saja meliputi 
wilayah satu daerah atau negara tertentu akan tetapi mampu melibatkan 
serta merugikan negara lain yang berada disekitar pembuangan limbah 
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berbahaya tersebut atau yang biasa kita sebut bersifat transnasional. Selain 
daratan, perairan juga sangat sering dijadikan tempat pembuangan limbah 
khususnya laut. Pencemaran lingkungan laut terjadi karena perbuatan 
manusia yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan laut sehingga laut 
tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya.  
Dampak dari pencemaran limbah B3 ini sangat mengganggu 
kesehatan manusia serta lingkungan baik dalam skala nasional maupun 
internasional. Untuk itu. Sangat perlu adanya suatu kegiatan pengelolaan 
limbah B3 tersebut sehingga dapat mengurangi kerugian yang dihasilkan 
dari pembuangan limbah berbahaya itu terutama yang berasal dari pabrik-
pabrik yang mengandung petrokimia. Pengolah limbah B3 wajib membuat 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk mencegah 
terjadinya pencemaran Limbah B3 yang berkepanjangan maka sangat perlu 
adanya penegakan hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam Konvensi Basel 
1989 yang mengatur tentang pengawasan dari pergerakan lintas batas 
limbah B3. Pengawasan ini sangat ditujukan terhadap industri kimia dan 
limbah B3nya.  
Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan perlindungan terhadap 
pencemaran limbah B3 dalam berbagai aspek yang meliputinya. Dalam 
penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur 
kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus 




tercemar dapat dipulihkan kembali
53
. Landasan hukum terhadap pengelolaan 
air limbah yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) bahwasanya setiap orang 
berkewajiban memelihara klestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan Lingkungan 
Hidup. Selanjutnya Pasal 14 yang berbunyi untuk menjamin keletarian 
fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan kegiatan dilarang melanggar 
baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup. Selain Undang-
undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup ada sebuah 
peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang limbah B3 yaitu PP 
Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun. Pasal 2 yakni PP ini mengatur tentang :  
a. penetapan Limbah B3 
b. Pengurangan Limbah B3  
c. Penyimpanan Limbah B3  
d. Pengumpulan Limbah B3  
e. Pengangkutan Limbah B3  
f. Pemanfaatan Limbah B3  
g. Pengolahan Limbah B3  
h. Penimbunan Limbah B3  
i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3  
j. pengecualian Limbah B3  
k. perpindahan lintas batas Limbah B3  
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Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup  
a) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3  
b) pembinaan  
c) pengawasan  
d) pembiayaan; dan  
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup dalam penanganan 
pencemaran pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 
Sebelum masuk kepada penerapan Undang-undang lingkungan hidup 
dalam menangani pencemaran limbah pada Kecamatan Margasari 
Kabupaten Tegal, bahwasanya Undang-undang ini merupakan suatu 
Undang-undang yang mengayomi atau mempayungi segala aturan 
dibawahnyaterkait dengan lingkungan hidup. Maksudnya adalah bahwa 
segala peraturan yang ada terkait dengan pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup harus berpatokan kepada undang-undang lingkungan 
hidup ini yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.  
Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan undang-undang ini 
sebagai Payung dari segala peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan lingkungan hidup, yang pertama adalah dalam Pasal 28h Undang-
undang Dasar 45 bahwasanya lingkungan hidup yang baik dan sehat 
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua 
pertimbangannya adalah bahwa dalam pembangunan ekonomi nasional 
harus dilandaskan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. Yang ketiga pertimbangan Undang-undang 
lingkungan hidup ini menjadi Payung dari segala peraturan dibawahnya 




telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah 
dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidupnya, yang terakhir terkait dengan mengapa undang-undang 
ini menjadi Payung dari segala galanya adalah karena ini terkait dengan 
limbah maka undang-undang ini dijadikan dasar pijakan karena 
pertimbangan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang telah 
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkunganhidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua 
pemangku kepentingan.  
Dari keempat pertimbangan tersebut dijadikannya undang-undang ini 
sebagai undang-undang patokan dasar dalam menangani lingkungan hidup 
membuat undang-undang ini untuk selalu diimplementasikan, karena 
memberikan dampak positif apabila dilakukannya implementasi ini secara 
baik tepat dan benar. Implementasi undang-undang ini terhadap 
penyelesaian pencemaran yang terjadi di Kecamatan Margasari Kabupaten 
Tegal merupakan sebagai acuan yang juga tidak dapat terpisahkan dengan 
peraturan daerah Kabupaten Tegal tersebut terkait dengan lingkungan hidup. 
Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 




Dari Pengertian tersebut apabila kita adopsi kepada permasalahan 
penelitian ini maka dapat dikatakan bahwasannya pencemaran Kecamatan 
Margasari Kabupaten Tegal itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri yang 
melakukan kegiatan usaha tambang kapur (karst) dan industri pakan yang 
menghasilkan limbah telah melebihi baku mutu lingkungan hidup sendiri, 
yang dengan sendirinya mengalir kepada pesisir pantai tersebut. Sementara 
baku mutu adalah merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat 
energi komponen yang ada atau harus ada yang merupakan unsur pencemar 
yang ditenggang kebenaran keberadaan nya dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.  
Jadi semestinya pencemaran limbah yang terjadi seharusnya tidak 
melebihi baku mutu lingkungan hidup sendiri yang sehingga memberikan 
dampak buruk terhadap pesisir pantai Parang Endog tersebut. Kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik 
kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditendang oleh lingkungan 
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup itu dapat dilihat dengan melihat indikator perubahan jika 
ada perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup. Maka dari itu 
dapat dikatakan melewati baku mutu yang merupakan suatu ukuran batas 
sebagai pembuangan limbah cair tersebut, tentunya dapat berubah limbah 





Adapun baku mutu yang terdapat pada usaha pengolahan pakan 
adalah sebagai berikut :  
a. Parameter Fisika : (1) TSS Total Suspendid Solid < 200 mg/l; 
(2) Kekeruhan <50 NTU(Nephelometer Turbidity Unit).  
b. Parameter Kimia : (1) PH 6-9,0; (2) BOD5 < 45 mg/l; (3) PO4-3 
< 0,1 mg/l; (4) H2S < 0.03 mg/l; (5) NO3 < 75 mg/l; (6) NO2 < 
2.5 mg/l; (7) NH3 ,< 0.1 mg/l  
c. Parameter Biologi : (1) Dinoflagellata Gymnodinium 
Peridinium < 8x102; (2) Bakteri Patogen CFU <102.  
 
Baku mutu tersebut diatas mendapatkan izin usaha diberikan oleh 
bupati/walikota, Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam Pasal 3 Undang-undang lingkungan hidup 
pada huruf b, bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
bertujuan menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia 
yangbertujuan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 
kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 
agar mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.  
Dari tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU PPLH ini untuk 
memberikan dampak positif jika diterapkannya undang-undang ini, 
sehingga pencemaran pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal itu 
sebenarnya telah melanggar undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang 




pada saat ini objeknya adalah sentra penambangan karst dan pengolahan 
pakan tidak dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan 
manusia akibat dari dampak limbah yang dihasilkan oleh pengolahan pakan, 
maka perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran terhadap undang-
undang lingkungan hidup.  
Selanjutnya di dalam Pasal 13 Undang-undang lingkungan hidup ayat 
(1) bahwasanya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan 
hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi dilakukannya pencegahan, 
penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian, pencemaran atau kerusakan 
lingkungan hidup sebagaimana dilaksanakan dalam rangka pelestarian 
fungsi lingkungan hidup, yakni oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
dan Penanggung Jawab usaha kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan 
peran dan tanggung jawab masing-masing.  
Maksudnya adalah bahwasanya Pasal 13 ini memberikan makna 
bahwa ketika terjadi pengendalian pencemaran, maka harus dilakukan 
dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Yang itu 
semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 
penanggung jawab usaha itu sendiri yang mempunyai kewenangan peran 
dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, semestinya Undang-
undang lingkungan hidup dapat diterapkan dengan secara efektif dan efisien 




karena memberikan tujuan yang jelas yaitu salah satunya adalah 
penanggulangan pencemaran limbah yang terjadi di Kecamatan Margasari 
Kabupaten Tegal tersebut. Karena dalam hal ini terjadi pencemaran 
lingkungan akibat dari limbah cair tambak udang, maka masuk kepada Pasal 
53 UUPLH yakni berbicara tentang penanggulangan pencemaran tersebut.  
Pasal 53 ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan 
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan 
penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. 
Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, dilakukan 
dengan :  
a. Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat.  
b. Yang kedua adalah pengisolasian pencemaran kerusakan 
lingkungan hidup .  
c. Ketiga penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan 
hidup  
d. Keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  
 
Dan yang menjadi patokan terakhir untuk dapat melihat 
pengimplementasian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ditentukan dalam ayat (3) 
ini Pasal 53 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam 
pengimplementasian atau penerapan undang-undang lingkungan hidup ini 
telah dicantumkan bahwasanya ada 4 poin untuk cara penanggulan 





Kemudian, bahwasanya dalam penerapan undang-undang lingkungan 
hidup ini dapat kita lihat semestinya setiap orang yang melakukan 
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan 
fungsi lingkungan hidup tersebut. Adapun pemulihan fungsi tersebut harus 
dilakukan dengan cara pertama penghentian sumber pencemaran dan 
pembersihan unsur pencemar, yang kedua dilakukannya remediasi, yang 
ketiga dilakukannya rehabilitasi dan keempat dilakukannya restorasi dan 
yang kelima adalah dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Semestinya para pelaku pencemar lingkungan dalam hal ini adalah 
pemilik tambak udang harus menyediakan dana penjaminan untuk 
pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut di pantai Parangtritis, 
danjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri 
gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.  
Apabila kita cermati lagi secara kasatmata bahwasanya 
pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup tidak semata-mata 
diterapkan secara mutlak, artinya adalah karena dia merupakan undang-
undang yang bersifat umum terhadaplingkungan hidup, maka perlu 
peraturan khusus yang mengatur secara lebih spesifik terhadap penanganan 
pencemaran limbah tersebut. dan itu juga telah dicantumkan di dalam 
undang-undang lingkungan hidup ini bahwasanya dari Pasal 13 sampai 
dengan Pasal 55 terkait dengan pengendalian serta pemulihan pencemaran 




Dengan demikian setelah melihat secara kasat mata yang dilakukan 
oleh peneliti maka undang-undang lingkungan hidup ini merupakan menjadi 
patokan Dasar atau patokan umum yang tentunya diperkuat dengan 
peraturan-peraturan di bawah peraturan ini , maksudnya adalah undang-
undang Lingkungan Hidup ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat 
semata-mata diterapkan begitu saja karenabersifat umum yang tentunya 
berbicara tentang asas-asas atau pemikiran -pemikiran dasar terkait dengan 
lingkungan hidup. Maka dari itu peraturan pemerintah, peraturan daerah, 
Peraturan Menteri harus dikeluarkan sebagai peraturan khusus asas derogat 
lex specialis lex inferiori.  
Jika undang-undang ini merupakan undang-undang umum, makaakan 
menjadi patokan di dalam merumuskan peraturan daerah, Peraturan 
Pemerintah, maupun peraturan menteri dimana di setiap konsiderannya pasti 
akan menjadi patokan atau pengingat dalam merumuskan undang-undang 
dibawahnya yakni undang-undang lingkungan hidup yang telah diterapkan 
di dalam penanganan pencemaran air limbah tersebut. Selanjutnya, 
bahwasanya implementasi undang-undang lingkungan hidup tidak semata-
mata langsung diterapkan mutlak begitu saja tetapi tentunya ada undang-
undang penunjang lainnya atau undang-undang khusus yang melengkapi 
guna lingkungan hidup ini dalam melakukan penanggulangan pencemaran 
limbah yang berada di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tersebut.  
Salah satu penunjang undang-undang lingkungan hidup ini adalah 




mutu air limbah. Di konsiderankembali diingatkan lagi bahwasanya undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi undang-undang umum dalam 
membuat peraturan menteri ini.  
Adapun implementasi secara tersirat dalam penanganan pencemaran 
air limbah di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yakni Peraturan 
Menteri membahas tentang baku mutu air limbah, Bahwasanya dalam Pasal 
1 disebutkan industri pengolahan hasil perikanan adalah usaha atau kegiatan 
di bidang pengolahan hasil perikanan meliputi kegiatan pengalengan 
bebatuan atau pembuatan tepung ikan peraturan menteri ini bertujuan untuk 
membersihkan acuan mengenai baku mutu air limbah kepadapertama 
Gubernur dalam menetapkan baku mutu air limbah, keduasebagai pedoman 
penyusun dokumen Amdal ukl-upl atau dokumen kajian pembuangan air 
limbah dengan menghasilkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan 
rasakan kondisi lingkungan setempat .  
Untuk memperbaiki mutu air buangan, harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut:  
a. Melakukan upaya-upaya pengendapan bahan tersuspensi melalui 
tandon.  
b. Menggunakan biofilter untuk pemulihan kualitas air.  
c. Mengangkat bahan-bahan terendapkan dari tandon.  






Selanjutnya kembali melihat pengimplementasian Undang-Undang 
Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelesaian pencemaran limbah 
terhadap Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah dengan melihat 
perda kabupaten Tegal itu sendiri terkait dengan lingkungan hidup 
bahwasanya telah diterapkan dimana dijadikan sebagai bahan mengingat 
kembali lagi di konsideran No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  
Pada Pasal 13 Perda Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2015 
bahwasanya pengendalian pencemaran air meliputi pencegahan pencemaran 
air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.Dengan 
demikian, pencemaran yang terjadi pada Kecamatan Margasari Kabupaten 
Tegal masuk kepada pencemaran air yang saat ini semestinya dilakukan 
penanggualangan dan pemulihan kualitas Air. Secara substansial sudah 
sangat baik menurut penulis sendiri,namun belum efektif dan efisien. Dalam 
pencemran yang terjadi pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 
sebenarnya juga telah melanggar pasal 15 ayat (1) yang semesetinya setiap 
orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari 
bupati.  
SKPD setempat telah melaksanakan pemanatauan kualitas pada 
sumber air termasuk juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tegal Agus 
Solichin, S.Psi serta BLH sudah berusaha melakukan upaya pengawasan 




Kabupaten Tegaltersebut. Artinya peranan masing-masing lembaga telah 
berusaha dalam menanggulangi pencemaran limbah tersebut. Adapun 
penanggulangan dapat dilakukan dengan :  
a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada 
masyarakat  
b. pengisolasian pencemaran air  
c. pembersihan air yang tercemar  
d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas 
pelaksanaanpenanggulangan pencemaran air dan  
e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  
 
Dan biasanya biaya penanggulangan pencemaran dibebankan pada 
pelaku pencemaran. Namun pada saat ini terjadi permasalahan bahwasanya 
pengawasan yang dilkukan oleh daerah dimabil alih oleh provinsi, sehingga 
terjadi peralihan kewenangan untuk saat ini. Peralihan kewenangan yang 
terjadi dalam penanganan pencemaran limbah antara kabupaten dengan 
provinsi belum menghasilkan keputusan sehingga menjadi kelemahan saat 
ini. Semestinya kabupatenlah yang harus memilki kewenangan dalam 
menangani segala yang terkait dengan lingkungan salah satunya adalah 
pencemaran limbah tersebut. Namun karena saat ini kewenangan itu belum 




tidak mempunyai legitimasi untuk memberikan sanksi kepada para pelaku 
pencemaran tersebut.  
Pencemaran yang diakibatkan oleh usaha karst dan pengelolaan pakan 
ternak tersebut juga mengakibatkan dampak buruk bagi sumur-sumur yang 
berada disekitar tempat usaha. Ketua RT.15 bapak Masbantowi 
menyampaikan banyak warga yang mengeluhkan limbah cair yang 
dihasilkan yang tidak baik untuk kesehatan. Sumur-sumur mereka saat ini 
merasa tidak dapat digunakan untuk minum, karena merasa terlalu asam apa 
lagi dibuat minuman teh. Sebelum adanya kegiatan tersebut semua dalam 
keadaan normal, namun setelah dirasa keberadannya selama lebih kurang 4 
tahunan, usaha ini tersebut tidak baik keberadaanya dan sangat meresahkan. 
Pak Bambang salah satu warga juga menyampaikan bahwasanya saat 
dilakukan wawancara oleh penulis mengatakan kakinya infeksi karena pada 
saat itu menggunakan air yang tercemar kemudian gatal dan saat ini saperti 
bernanah. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair dari tambak udang 
tersebut jelas-jelas berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Namun lagi-
lagi tidak dapat berbuat apa-apa karena sosiologi masyarakatnya yang 
memiliki rasa tenggang rasa tinggi pada pemilik usaha tersebut.  
Semestinya pelaku pencemaran air tersebut harus melakukan 
pemulihan kualitas air dengan cara :  
a. Penghentian sumber pencemar untuk efektifitas pemulihan 
kualitas air  




c. Remediasi  
d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  
 
Keempat cara diatas sudah diatur juga di dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal No.12 Tahun 2015 yang bahwasanya memiliki tujuan 
yaitu pada Pasal 3 :  
a. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah 
terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup  
b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam 
kegiatan PPLH  
c. Melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, 
menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang 
tercemar dan/atau rusak  
d. Memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, 
pencadangandan/atau pelestarian fungsi atmosfir terhadap 
perubahan iklim dan  
e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha  
 
Dengan demikian,bahwasanya pemulihan dapat diakatakan masuk 
kepada point a yakni mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan 




penurunan kualitas lingkungan hidup dengan melakukan pemulihan kualitas 
air disekitar pencemaran terjadi. Melihat Perda Kabupaten Tegal No.12 
Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 
20 Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk 
melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:  
a. teguran tertulis;  
b. paksaan pemerintah;  
c. pembekuan izin; dan/atau  
d. pencabutan izin.  
 
Jadi,sebenarnya secara substansial Perda ini sangat sinkron dengan 
Undang-undang lingkungan hidup tersebut Nomor 32 Tahun 2009. 
Implementasi UUPLH menurut penulis sudah dilaksanakan namun belum 
mencapai yang namanya efektifitas hukum. Ini terbukti sampai dengan 
Perda menjadikan UUPLH sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 
Perda ini tepatnya pada konsideran. Dari subtansial perda ini semuanya 
menurut penulis telah mengakomodir kepentingan lingkungan Hidup, 
Namun kendala penerapannya belum sangat baik pada kabupaten Tegal.  
Saat ini usaha yang dilkukan masing-masing lembaga adalah hanya 
pengawasannya saja, tetapi tidak dapat memberikan hukum seperti 




kabupaten ke provinsi. Terkait dengan tanggapan implementasi Undang-
Undang lingkungan hidup pada masing-masing lembaga mengatakan telah 
diimplementasikan dalam merumuskan perda maupun keputusan daerah 
lainnya. Sebenarnya apabila Implementasi UU Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah sangat benar dan tidak bertentangan 
dengan norma lainnya. Besar manfaatnya apabila implementasi UU 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini jika diterapkan dengan 
efisien dan efektif. Salah satu manfaatnya adalah dapat memulihkan 
pencemaran yang terjadi di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal saat ini.  
Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dalam implementasinya mempunyai hakekat yang sangat bagus bahwasanya 
pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asa-asas 
pemerintahan yang baik. Apabila kita mengadopsi sebuah teori 
implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi UU Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Edwards ada 4 variabel yang 
mempengaruhinya Pertama adalah komunikasi,kedua seumber daya, ketiga 
disposisi dan keempat struktur birokrasi. Kemepat variable tersebut saling 
berhubungan. Dari keempat ini ada dua variable yang tidak terepenuhi 
sehingga implemntasi Undnag-undang lingkungan hdiup ini tidak berjalan 
dengan baaik yakni komunikasi dan disposisinya. Aparat penegak tidak 
menyampaikan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 
yang mungkin barangkali jarang disosialisasikan kepada masyarakat dan 




pasti dalam menanggulangi segala hal yang terkait dengan Lingkungan 
Hidup.  
Keberhasilan Implementasi Undang-undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi 2 
variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan Implementasinya. Artinya 
variable terkait dengan isi substansi dari Undang-undang lingkungan hidup 
itu sendiri sebnarnya terpenuhi yang terkendala kenapa kurang berhasil 
adalah lingkungan implementasinya dimana para penegak tidak 
mensosialisasikannya kepada masyarakat atau penyuluhan sehingga 
banyaknya terjadi pencemaran limbah di kecamatan Margasari Kabupaten 
Tegal yang sebgaian besar usah tersebut dibuat oleh person.  
Jadi, terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup telah 
diterapkan sebagai acuan dalam menangani pencemaran limbah di 
kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah sudah diterapkan, namun 
tidak secara maksimal karena para penegaknya masih memperdebatkan 
kewenangan siapa sepenuhnya untuk melakukan pengawasan dan 
penanggulan tambak udang tersebut dan msyarakat sekitar juga tidak terlalu 
mengerti dan paham terhadap Undang-udang lingkungan hidup tersebut. 







B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penanganan 
pencemaran yang terjadi di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 
Untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tentunya 
ada beberapa poin. Sebelum masuk kepada poin faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi, alangkah baiknya berangkat dari sebuah teori hukum di 
mana untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam 
pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup ini ada sebuah teori 
yakni teori efektivitas hukum. Apabila faktor penunjang lebih dominan 
maka dapat dikatakan efektivitas hukum telah terpenuhi atau terwujud .  
Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris 
yaitu effectiveness of the legal Theory bahasa Belanda disebut dengan 
efektivitas Van de jure DC teori sedangkan bahasa Jerman wild some days 
there. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam sebuah teori yakni teori, 
kemudian efektivitas dan kemudian adalah hukum. Teori efektivitas hukum 
adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, 
kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan 
penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang mana 
meliputi satu terkait dengan keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya 
yang kedua adalah kegagalan di dalam pelaksanaannya, dengan ketiga 
adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena dalam hal ini 
berangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya maka definisi 




berpengaruh di dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor 
tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan bisa juga dari aspek 
kegagalannya.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu meliputi dari 
substansi hukumnya, kemudian strukturnya, kulturnya dan fasilitasnya. 
Maksudnya adalah norma hukum dikatakan berhasil apabila efektif norma 
itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparatur penegak hukum 
itu sendiri. Sementara untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan 
dalam pelaksanaan hukum tersebut adalah karena norma hukum yang kabur 
atau tidak jelas, aparatur hukum yang corrupt, atau masyarakat yang tidak 
sadar akan taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung 
pelaksanaan hukum itu sangat minim .  
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang harus 
diperhatikan dalam penegakan hukum. Karena dalam hal ini kita akan 
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan atau 
pengimplementasian undang-undang lingkungan perlindungan hidup, maka 
dapat menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto yakni berangkat dari 
penegakan hukum yang merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
akhir, dimana untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan 
kedamaian dalam masyarakat. Yang pertama adalah faktor hukum atau 




ketiga adalah sarana dan fasilitasnya dan kemudian keempat adalah faktor 
masyarakat itu sendiri, serta yang kelima adalah faktor kebudayaannya
54
.  
Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
Undang-undang Lingkungan Hiudp Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan yaitu :  
1. Perundang-undangannya yakni Apabila kita lihat faktor hukum 
pada pengimplementasian Undang-undang Lingkungan Hidup 
itu, menurut penulis sudah sangat-sangat baik. Secara isi 
undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ini 
telah mengakomodir segala ketentuan yang berkaitan tentang 
lingkungan hidup, itu terbukti kepada setiap peraturan 
perundang-undangan yang membahas tentang lingkungan hidup 
akan menjadikan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini 
sebagai bahan pengingat di dalam konsideran yang akan 
diwujudkan dalam membuat peraturan perundang-undangan 
lainnya. Apabila kita menggunakan ini ada teori hampir sama 
dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni pandangan lain dari 
clearance bahwasanya syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem 
hukum itu harus meliputi satu mudah tidaknya makna atau isi 
aturan aturan hukum itu ditangka, kedua luas tidaknya kalangan 
dalam masyarakat yang mengetahui isi undang-undang 
lingkungan hidup itu sendiri. 
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2. Dilihat Dari sisi Kelembagaannya. Efektif dan efisien tidaknya 
mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan : 
(a) aparat aministrasi yang menyadari kewajiban untuk 
melibatkan dirinya dalam usaha mobilisasi. (b) Para warga 
masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus 
berpartisispasi dalam proses mobilasasi hukum, Jadi untuk 
kelembagaannya belum berjalan secara maksimal, karena terjadi 
tumpang tindih kewenangan yang terdapat antara Provinsi dan 
Kabupaten atau kota. Sehingga kewenangan masing-masing 
lembaga sangat tidak maksimal.  
3. Sementara Kalau dari segi penegak hukumnya memiliki 
kelemahan salah satu kelemahannya itu adalah tidak ada 
kepastian di dalam melakukan pengawasan ataupun kekuatan 
hukum hingga terjadinya pengalihan kewenangan yang notabene 
sebenarnya harusnya Kabupaten itu sendiri melakukan 
pengawasan terhadap lingkungan hidup tersebut, namun 
penegakan oleh penegak hukum itu sendiri terjadi peralihan 
kewenangan kepada provinsi sehingga faktor penegak hukum itu 
sendiri menjadi kurang efektif.  
4. Terkait dengan sarana dan fasilitas menurut penulis sendiri itu 
telah baik karena dari segi sarana dan fasilitas semuanya telah 




5. Sementara terkait dengan Masyarakatnya, menurut teori ini 
faktor masyarakat dapat kita lihat juga belum baik hingga saat 
ini, sehingga dapat dikatakan masyarakat banyak yang tidak 
mengerti terkait dengan undang-undang lingkungan hidup itu 
sendiri.  
6. Terakhir dari segi faktor kebudayaan, menurut saya juga masih 
terkendala karena budaya di Kecamatan Margasari Kabupaten 
Tegal itu masih minim sekali untuk memahami program 
undang-undang disebut sehingga masih kurang efektif 
Ada dua menurut clearance bahwasanya Undang undang lingkungan 
Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik yakni semestinya 
adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya harus mudah dihubungi 
dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat. Yang kedua adanya anggapan 
dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-
aturan dan Pranata-Pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya 
mampu efektif.  
Dari beberapa faktor-faktor yg mempengaruhi efektifitas hukum itu 
yang telah disebutkan sebelumnya, yang dihubungkan dengan teori hukum 
tersebut maka dapatlah kiranya untuk membedakan apa-apa saja faktor-
faktor penunjangnya ataupun faktor-faktor penghambatnya dalam 
pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup Nomor 3 Tahun 
2009 dalam menangani atau penanggulangan pencemaran pada Kecamatan 




Setelah berangkat dari faktor-faktor untuk menentukan efektivitas 
hukum tersebut dapat kiranya penulis membedakan faktor penghambat 
dalam pengimplementasian, yang pertama adalah faktor dari masyarakatnya 
dimana masyarakat itu sendiri tidak mengerti akan peraturan perundang-
undangan ini, terbukti ketika terjadi pencemaran tersebut dan terhadap 
sumur-sumur warga, mereka tidak melakukan usaha atau berupaya untuk 
menyelesaikan masalah ini dengan undang-undang tersebut yang artinya 
masyarakat setempat lebih banyak berdiam dan banyak mengalah kepada 
pengusaha yang notabene telah melakukan pencemaran di Kecamatan 
Margasari Kabupaten Tegal. 
Dengan demikian masyarakat itu sendiri tidak paham merupakan 
suatu faktor penghambat dalam pengimplementasian undang-undang 
lingkungan hidup ini yang notabene sebenarnya mereka mendapatkan 
dampak negatif yang besar. Yang kedua adalah terkait dengan penegak 
hukum itu, dimana terjadi peralihan kewenangan antara provinsi dan 
kabupaten, di antara kedua ini belum diputuskan Siapa sebenarnya yang 
berhak berwenang mengadili dan memberikan sanksi kepada sipelaku 
pencemaran yang artinya kedua ini merupakan faktor penghambat yang 
sekiranya dalam pengimplementasian undang-undang ini menjadi kurang 
baik . Sedangkan faktor penunjangnya aparat Kabupaten atau penegak 
hukum dari kabupaten baik itu dari DPRD nya baik eksekutif maupun 
yudikatif-nya serta dinas-dinas yang terkait serta LSM itu telah melakukan 




perangkat lembaga sebagiannya telah melakukan upaya-upaya pengawasan 
yang baik, Namun karena ada kebijakan yang mengatakan bahwasannya 
provinsi lah yang berwenang untuk melakukan kewenangan tersebut di situ 
menjadi permasalahannya tapi kalau dari segi kinerja para-para lembaga 
telah berusaha melakukan upaya-upaya persuasif yang dilakukannya.  
Kedua faktor penunjangnya adalah terkait dengan masyarakat itu 
sendiri juga, sebagian telah berusaha untuk melakukan pembuatan sumur 
baru, artinya sumur yang tidak tercemar oleh tambak udang tersebut 
sehingga mereka membuat suatu sumur umum dimana itu dapat digunakan 
untuk pengambilan air minum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
lebih banyak faktor penghambatnya daripada faktor penunjangnya, sehingga 
dapat di katakan bahwasanya pengimplementasian undang-undang ini 
belum efektif. Dimana dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi undang-undang lingkungan hidup tersebut terhadap 
penanganan pencemaran air limbah pada Kecamatan Margasari Kabupaten 
Tegal. Oleh karena itu untuk mencapai efektivitas tersebut semua variabel 
harus menjadi acuan yang terpenuhi sehingga tercapainya tujuan hukum itu 











Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan 
kesimpulan sebagai berikut.  
1. Penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 
telah dilakukan,namun belum memberikan efektifitas hukum dalam 
pengimplementasiannya. Secara substansial isi Undang-Undang 
Lingkungan hidup ini telah sangat baik,tetapi dalam penerapannya 
masih belum sempurna. Dimana dalam menangani pencemaran yang 
terjadi di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal telah dijadikan 
sebagai dasar hukum yang kuat sehingga kemudian diatur khusus 
melalaui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yaitu No.12 Tahun 2015 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda 
Tersebut lahir dengan pentingnya mengingat Undang-undang 
Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 untuk terwudujudnya 
Sustanable Deveploment. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.32 
Tahun 2009 memberikan cara penanggulangan pencerman dengan 
melihat, bahwasanya setiap orang yang melakukan pencemaran atau 
perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan 
pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan 




Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan 
hidup kepada masyarakat; (b) Yang kedua adalah pengisolasian 
pencemaran kerusakan lingkungan hidup; (c) Ketiga penghentian 
sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup; (d) Keempat, cara 
lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Empat point ini semua secara substansial sudah sangat baik, 
namun dalam penerapannya masih sangat tidak efektif karena terjadi 
peralihan kewenangan,sehingga untuk menerapkan 4 point tersebut 
masih sangat terkendala.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian 
penanganan pencemaran pada kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 
Tentunya dalam penerapan implementasi Undang-undang Lingkungan 
hidup ini dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor 
pendukungnya, Namun lebih banyak faktor penghambat daripada 
pendukungnya.Faktor penghambatnya adalah : (a) Masyarakat 
setempat belum sepenuhnya mengerti tentang Undang-undang 
lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 ini apalagi Peraturan Daerah 
yang masih dalam proses pembuatannya terkait dengan kewenangan 
dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran Limbah cair 
dalam hal ini salah satunya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, 
yang artinya sosialisasi terhadap masayarakat setempat jarang sekali 
dilakukan; (b) Para penegak hukumnya merasa belum mempunyai 




pelaku pencemaran karena juga Perda Kabupaten Tegal tentang Tata 
ruang sedang dilakukannya Revisi. (c) Selanjutnya adalah Budaya 
masyrakat yang lebih banyak mengalah kepada pelaku pencemar 
karena tidak memiliki kekuatan dilakuknnya perlawanan terhadap 
pelaku pencemaran tersebut. Sementara untuk faktor pendukungnya 
adalah : Masyarakat setempat membuat suatu sumur baru yang dapat 
digunakan untuk pembuatan air minum. Artinya adalah masyarakat 
setempat mengalah dengan tidak melakukan protes kepada pelaku 
pencemar dengan cara membuat solusi baru yang daripada notabene 
melakukan perlawanan kepada pelaku pencemar yakni yang pemilik 
tambak udang tersebut dan selain itu penegak hukumnya meskipun 
belum memiliki kekuatan hukum pasti terkait pengawasan tersebut 
masih tetap melakukan pengawasan yang itu hanya mengawasi tetapi 
tidak dapat memberikan sanksi lebih.. 
 
B. Saran  
Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan 
skripsi ini adalah dalam penerapannya harus disosialisaikan kepada 
masyrakat dengan dilakukannya penyuluhan, sehingga peran masyarakat 
dapat lebih efektif dalam sebagai warga yang merasakan langsung dampak 
negative dari limbah tersebut sehingga dapat melakukan atau memberikan 
pendapat secara langsung kepada pelau pencemar khususnya. Selanjutnya 




menyelesaikan perda Kabupaten Tegal tentang tata ruang agar kewenangan 
menjadi pasti dan solusi terhadap usaha pengolahan pakan dan karst 
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